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ABSTRAK
Nama : Wahidah
NIM : 20300112047
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Judul : Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan dalam
Pengelolaan Dana BOS di SMA Muhammadiyah 5 Makassar
Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi sistem manajemen
keuangan di SMA Muhammadiyah 5 Makassar dan bagaimana pengelolaan dana
BOS di SMA Muhammadiyah 5 Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
penerapan sistem manajemen keuangan pendidikan dan pengelolaan dana BOS di
SMA Muhammadiyah 5 Makassar.
Pada dasarnya penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif
kualitatif, dengan menentukan sumber data dan mengacu pada pedoman wawancara
untuk melakukan wawancara.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen
keuangan di SMA Muhammadiyah 5 Makassar sudah terlaksana dengan baik dengan
menerapkan fungsi-fungsi manajemen keuangan dalam memanfaatkan keterbatasan
dana yang dimiliki sekolah sebagai langkah dalam optimalisasi penerapan sistem
manajemen keuangan. Pengelolaan dana BOS sudah berjalan sebagaimana yang
ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Namun masih terkendala
pada proses sebelum penerimaan dana BOS dan lambatnya pencairan dana dari dinas
sehingga program yang direncanakan terlambat dilaksanakan.
Berdasarkan hasil penelitian tesebut, maka peneliti mengemukakan saran
bahwa sebaiknya dalam pelaksanaan manajemen keuangan sekolah khususnya dalam
pengelolaan dana BOS, kepala sekolah beserta tenaga kependidikan yaitu kepala tata
usaha dan staf memperbaiki lagi sistem manajemen pada pengelolaan administrasi
khususnya pada pernginputan data ke dapodik guna kelengkapan syarat penerimaan
dana BOS bagi sekolah agar rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dan
keterampilan kepala sekolah mencari sumber dana lain untuk mengatasi keterbatasan
dana.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas
sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh perekonomian suatu
bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap
produktivitas, melainkan juga akan berpengaruh terhadap dinamika masyarakat.
Pendidikan menjadikan sumber daya menusia lebih cepat mengerti dan siap dalam
menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika
negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan
mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat.1
Pada umumnya, pendidikan diakui sebagai suatu investasi sumber daya
manusia. Pendidikan memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi
melalui cara-cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan
produktivitas. Jika kita menempatkan posisi pendidikan dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa dalam konteks masyarakat madani, diperlukan keberanian investasi
yang besar yang memperkuat sistem pendidikan nasional.2 Disamping itu, pendidikan
tidak pula semata-mata dihitung sebagai investasi ekonomis, tetapi lebih dari itu
dimensi sosial budaya yang berorientasi pada dimensi kemanusiaan merupakan hal
lebih penting dari sekedar investasi ekonomi. Karena pendidikan harus dilakukan
1 Nanang Fattah, Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet-
VI,  2012), h. 77
2 Nanang Fattah, Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan, h. 78
2oleh sebab terkait dengan kemanusiaan itu sendiri (human dignity).3 Sebenarnya
dalam proses memanusiakan manusia itu tidak lepas dari kebutuhan dana, sehingga
dalam kajian ekonomi pendidikan tidak semata-mata investasi fisik, tetapi
menyangkut prosesnya, bahkan sampai perhitungan komparasi waktu yang digunakan
untuk belajar dengan waktu untuk kerja jika tidak belajar.
Dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional disebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah merupakan pendukung
dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berwujud tenaga, dana, sarana dan
prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat,
peserta didik dan pemerintah, baik sendiri maupun bersama-sama. Pada pasal yang
lain disebutkan secara lebih jelas bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya
pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan/ atau keluarga peserta didik.
Selain itu berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun
2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bab XIII bagian pertama pasal 46 ayat
1 dijelaskan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada bagian keempat tentang pengalokasian dana
pendidikan pasal 49 ayat 1 dinyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik
dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran
3Agus Irianto, Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Pembangunan Suatu Bangsa,(Jakarta:
Kencana, 2011), h. 18
3Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20%
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).4
Pengalokasian dana di dunia pendidikan tidak lain ialah suatu penanaman
modal pada pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia tidak
mungkin mempunyai keterampilan tinggi tanpa sentuhan pendidikan. Sentuhan
pendidikan yang dapat menciptakan keterampilan tinggi tidak mungkin dijalankan
apa adanya, dengan pendanaan yang terlalu rendah.
Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapkan kepada masalah antara
lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang
tersedia dan belum terpenuhi sumber daya dari masyarakat secara professional sesuai
dengan prinsip pendidikan sebagai tanggungjawab bersama antara pemerintah,
masyarakat dan orang tua sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang.
Masalah perluasan kesempatan (akses) merupakan dampak nyata dalam
memberikan tempat pada demokratis pendidikan (pendidikan untuk semua) sebagai
pendidikan nasional kita selalu dihadapkan pada masalah kualitas dan kuantitas.
Masalah kualitas terdesak oleh pemikiran kuantitas, terlebih pada masa krisis
ekonomi dimana daya dukung ekonomi keluarga semakin melemah yang
mengakibatkan banyak usia sekolah tidak dapat melanjutkan sekolah, meningkatnya
putus sekolah. Melemahnya kemampuan menyekolahkan sebagai dampak krisis
4Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 2003), h . 16
4ekonomi yang berkepanjangan dapat kita pahami karena struktur pengeluaran
sebagian besar adalah untuk kehidupan primer.5
Usaha untuk mengatasi masalah pemerataan kesempatan (akses) dalam rangka
memenuhi amanat undang-undang mengenai pendidikan dilakukan melalui program
wajib belajar 9 tahun. Program yang telah dimulai dari tahun 1994 tersebut berhasil
dituntaskan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP mencapai 98,2%
pada tahun 2010.6 Konsekuensi dari keberhasilan program wajib belajar 9 tahun
tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang harus ditampung oleh
pendidikan menengah. Pusat Data dan Statistik Pendidikan atau PDSP, Kemdikbud
menyatakan bahwa dari 4,2 juta lulusan SMP, hanya sekitar 3 juta yang melanjutkan
ke Sekolah Menengah (SM) dan sisanya sebesar 1,2 juta siswa tidak melanjutkan.
Sementara pada waktu yang bersamaan sekitar 159.805 siswa SM mengalami putus
sekolah, yang sebagian besar disebabkan karena alasan ketidakmampuan membayar
biaya pendidikan.7
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan telah meluncurkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU)
pada tanggal 25 Juli 2013. Salah satu tujuan PMU adalah memberikan kesempatan
kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk
mendapatkan layanan pendidikan menengah. Sementara itu pada Tahun 2013 juga
5 Nanang Fattah, Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan, h. 78
6Direktorat Pembinaan SMA, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (SMA),
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014, h. 1
7Kemdikbud, Iktisar Data Pendidikan 2011-2012 Buku Ringkasan Data Pendidikan Final
Buku Saku, (Jakarta: Kemdikbud, Sekjen Pusat Data dan Statistik Pendidikan,2012) h. 17- 20
5telah diluncurkan implementasi Kurikulum 2013. Untuk mencapai tujuan PMU yang
terjangkau dan bermutu serta menyukseskan pelaksanaan kurikulum 2013,
pemerintah telah menyiapkan program Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas
(BOS SMA). Pada Tahun 2014, telah disiapkan anggaran sebesar 4,3 triliun rupiah
yang akan disalurkan kepada SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Tujuan
program BOS SMA ini adalah membantu sekolah untuk memenuhi biaya operasional
non-personalia termasuk didalamnya membantu pengadaan buku pelajaran
Kurikulum 2013.8
Program BOS sangat mendukung implementasi MBS, yang bertujuan untuk
memberdayakan sekolah melalui kewenangan (otonomi) pemberian fleksibilitas yang
lebih besar untuk mengelolah sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga
sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dalam
pengelolaan dana BOS diharuskan sekolah mengelola secara profesional, transparan,
dan dapat dipertanggungjawabkan.
Otonomi diberikan agar sekolah secara leluasa mengelola sumber daya,
sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta
lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Termasuk dalam hal manajemen
keuangan sekolah, sekolah memiliki kewenangan yang luas dalam menggali dan
mengelola sumber dana sesuai dengan kebutuhan sekolah secara bijaksana,
transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 ayat (1)
8 Direktorat Pembinaan SMA, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (SMA), h. 1
6mengenai prinsip pengelolaan dana satuan pendidikan harus berprinsip pada keadilan,
efisiensi, transparan dan akuntabilitas publik.9
Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang belum secara efektif
melaksanakan manajemen keuangan pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan
yang telah ditetapkan dikarenakan berbagai sebab yang berujung pada rendahnya
kualitas sekolah. Permasalahan yang terjadi didalam lembaga terkait dengan
manajemen keuangan pendidikan diantaranya penerapan manajemen yang belum
optimal, pembiayaan program yang serampangan (tidak jelas), tidak transparan, tidak
mendukung visi, misi dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis
lembaga pendidikan. Disatu sisi, lembaga pendidikan perlu dikelola dengan tata
pamong yang baik sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih dari
malfungsi dan malpraktik pendidikan yang merugikan pendidikan.
Laporan Kajian Satu Dasawarsa Korupsi Pendidikan ICW 2013 menyatakan
bahwa dalam periode 2003-2013 ditemukan 296 kasus korupsi dana pendidikan yang
disidik penegak hukum dan menyeret 479 orang sebagai tersangka (37% dilakukan
oleh Dinas Pendidikan). Kerugian negara mencapai Rp 619 Miliar. Tetapi masih
banyak kasus dalam pengelolaan dana pendidikan yang lolos dari penindakan.
9Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, h .16
7Sepanjang 2013, pendidikan termasuk ke dalam jajaran tiga besar sektor tersubur
terjadinya korupsi, di bawah sektor infrastruktur dan keuangan daerah.10
Data tersebut menunjukkan bahwa anggaran pendidikan menjadi sasaran
empuk oleh oknum tertentu untuk dilakukan penyalahgunaan. Selain itu anggaran
pendidikan yang dialokasikan ke seluruh sekolah perlu diawasi dan dilakukan
monitoring dalam penggunaannya. Manajemen keuangan yang dilakukan dengan
tidak transparan menimbulkan banyak kecurigaan yang berakibat pada
keberlangsungan sekolah. Kurangnya partisipasi masyarakat dan orang tua dalam
mengawasi manajemen keuangan sekolah dapat menimbulkan tindakan
penyelewengan anggaran. Manipulasi laporan keuangan juga menjadi salah satu
masalah dalam persoalan manajemen keuangan sekolah.
Fakta secara nasional menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS
mengalami masalah, seperti tidak dicantumkannya dana BOS dalam RAPBS sekolah
membuktikan bahwa salah satu permasalahan manajemen BOS dalam hal
perencanaan. Dana BOS digunakan tidak sesuai peruntukkannya merupakan masalah
dalam pelaksanaan atau penggunaannya. Adanya dana BOS yang belum
10Acch.kpk.go.id (integrito), Paparan Monitoring & Evaluasi Sektor Pendidikan, Deputi
Pencegahan KPK, ICW, 2014. http://Acch.kpk.go.id/tema/-/Blogs/Potensi-Korupsi-Dunia-Pendidikan,
diakses 29 Januari 2016.
8dimanfaatkan sesuai waktu yang ditentukan dan adanya pengadaan buku dengan dana
BOS buku yang tidak sesuai peruntukkannya karena lemahnya pengawasan baik
internal maupun eksternal terhadap dana BOS.
Hal senada disampaikan oleh Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah Depdiknas, Suyanto bahwa beberapa daerah di kawasan Timur Indonesia
telah terjadi penyimpangan dalam penyaluran dana BOS yaitu punguntan terhadap
dana BOS yang nilainya dihitung berdasarkan jumlah siswa.
Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti menduga bahwa manajemen
keuangan pendidikan khususnya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
perlu dievaluasi, terutama dalam hal pengelolaannya baik dari segi perencanaan,
pelaksanaan maupun dalam hal pengawasan terhadap dana tersebut. Selain itu,
berdasarkan hasil wawancara dengan kepala tata usaha SMA Muhammadiyah 5
Makassar mengemukakan bahwa sistem manajemen keuangan pendidikan berjalan
dengan baik, namun dari segi pengelolaan dana BOS mengalami masalah karena
tidak lengkapnya data pada dapodik, sehingga untuk tahun ajaran 2015/2016 SMA
Muhammadiyah 5 Makassar tidak mendapatkan bantuan dana BOS.
Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti masalah dengan judul implementasi
sistem manajemen keuangan pendidikan dalam pengelolaan dana BOS di SMA
Muhammadiyah 5 Makassar.
9B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis dapat
mengemukakan pokok-pokok permasalahan yaitu :
1. Bagaimana implementasi sistem manajemen keuangan pendidikan di SMA
Muhammadiyah 5 Makassar ?
2. Bagaimana pengelolaan dana BOS di SMA Muhammadiyah 5 Makassar?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Fokus penelitian merupakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat
perhatian dalam penelitian, fokus penelitian membantu bagi penelitian yang
menggunakan pendekatan kualitatif untuk membuat keputusan agar membuang atau
menyimpan informasi yang diperoleh. Fokus pada penelitian ini adalah implementasi
sistem manajemen keuangan pendidikan dan pengelolaan dana BOS pada aspek
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah di
SMA Muhammadiyah 5 Makassar.
1. Sistem Manajemen Keuangan pendidikan
Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama untuk
menyelesaikansuatu sasaran. Sedangkan manajemen keuangan pendidikan adalah
kegiatan mengatur keuangan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen keuangan
pada lembaga pendidikan. Sistem manajemen keuangan pendidikan yang dimaksud
dalam penelitian adalah pengelolaan keuangan pada lembaga pendidikan yang
dimulai dari input, proses dan output dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen.
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Fungsi-fungsi manajemen dalam keuangan pendidikan meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Input yaitu
proses perencanaan keuangan, sedangkan proses yaitu pelaksanaan dan pengawasan
keuangan dan output yaitu pertanggungjawaban keuangan.
2. Pengelolaan Dana BOS
Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengaturan,
pengawasan, penggerak sampai terwujudnya tujuan. Sedangkan Dana BOS adalah
dana dari pemerintah sebagai bantuan untuk pembiayaan non personalia dan peserta
didik yang kurang mampu. Pengelolaan Dana BOS adalah proses yang dilakukan
dalam mengatur dana dari pemerintah yang dikelola sekolah sebagai bantuan untuk
pembiayaan non personalia dan siswa yang kurang mampu agar pengelolaan tersebut
berjalan secara efektif dan efisien. Aspek yang ingin diamati pada penelitian ini
meliputi perencanaan yaitu proses penganggaran dana BOS, pelaksanaan kegiatan
dengan menggunakan dana BOS, pengawasan dan evaluasi kegiatan serta pelaporan
dana BOS.
D. Kajian Pustaka
Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan
objek dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah
mahasiswa berupa skripsi yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
1. Skripsi Dewi Arianti dengan judul Penerapan Manajemen Keuangan
Pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong tahun 2014, dengan hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan di MAN
11
Insan Cendekia Serpong dilaksanakan dengan sangat baik. Proses manajemen
diawali pada proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pertanggungjawaban. Proses perencanaan tertuang dalam rapat kerja,
dilakukan oleh semua stakeholder dan proses penyusunan keuangan
melibatkan unsur pimpinan dan bendahara madrasah yang menghasilkan
DIPA yang tertuang dalam bentuk RKA-KL dan POK. Pelaksanaan keuangan
terbagi atas sisi penerimaan dan pengeluaran dengan mengikuti standar
operasional yang berlaku. Penerimaan keuangan dilakukan dengan proses
pengajuan kepada KPPN, dan KPPN melakukan pencairan dana sesuai
dengan penanggungjawab kegiatan dan rekanan yang telah bekerjasama.
Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan rutin secara lisan dan
tulisan, melalui raker, rapat koordinasi, dan laporan melalui aplikasi yang
terhubung secara online. Seluruh laporan penggunaan dana
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah melalui Kementerian Agama.11
2. Skripsi Ummu Salamah dengan judul Studi Mengenai Sistem Pengelolaan
Keuangan Sekolah di Pondok Pesantren Terhadap Penguatan Manajemen
Keuangan tahun 2013, dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
pelaksanaan pengelolaan keuangan pondok pesantren hampir sama dengan
pengelolaan keuangan sekolah pada umumnya, yang membedakan adalah dari
11 Dewi Arianti, “Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan di MAN Insan Cendekia
Serpong”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2014) h.
92-118.
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segi pelaksanaan pengawasan keuangan pondok pesantren tidak melalui
kepala sekolah karena proses keuangan langsung terpusat kepada kiai.12
3. Skripsi Ega Resky Hastyarini dengan judul Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA 1 Pejagoan,
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah tahun 2014, dan hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS SMA di SMA 1 Pejagoan,
Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Tahun 2014 sudah sesuai dengan petunjuk
teknis dana BOS yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan pelaporan. Pelaksanaan Dana BOS SMA dilakukan dengan menyusun
RKAS oleh tim anggaran sekolah dengan diketahui oleh komite sekolah, guru,
karyawan dan orang tua siswa. Penyusunan RKAS dilaksanakan dengan
penyusunan RAB BOS SMA. Pelaksanaan Dana BOS SMA, penyaluran Dana
BOS SMA dalam dua tahap. Pengambilan Dana BOS oleh Bendahara BOS.
Penggunaan Dana BOS SMA diperuntukkan membiayai kegiatan operasional
sekolah non-personalia sebagaimana di petunjuk teknis BOS SMA.
Pembelanjaan barang/jasa dilaksanakan oleh tim belanja barang dengan
berdasarkan prinsip efektif dan efisien. Pembukuan dilakukan oleh bendahara
BOS yang meliputi pembuatan buku kas umum, buku pembantu bank dan
buku pembantu pajak. Sekolah menerima kelebihan dana BOS SMA, yang
kemudian dikembalikan ke kas negara melalui rekening khusus. Penyetoran
12 Ummu Salamah, “Studi Mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah di Pondok
Pesantren Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2014) h. 46-56.
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pajak oleh sekolah yaitu PPN,PPh Ps. 21 dan PPh Ps. 23. Pengawasan dan
evaluasi dilakukan secara internal oleh Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan
Kabupaten, sedangkan secara eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi. Pelaporan Dana BOS SMA dilakukan setiap semester melalui LPJ
BOS SMA beserta lampirannya. Publikasi dilakukan dengan memasang
ringkasan RKAS di papan pengumuman dan memberi lembar kertas
penggunaan Dana BOS SMA kepada wali siswa.13
4. Skripsi Sugeng Riyadi dengan judul Pengaruh Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Terhadap Peningkatan Manajemen Sekolah (Studi Kasus di
MTs Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan). Dari hasil penelitian tersebut
diketahui pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan
Manajemen Sekolah Aspek Kedisiplinan di MTs Nurul Falah Krowe
Lembeyan Magetan tergolong baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dan prosedur yang berlaku serta ada pengaruh yang signifikan antara program
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap peningkatan manajemen
sekolah khususnya dalam aspek kedisiplinan di Madrasah yaitu dengan
diperoleh nilai dari hasil perhitungan korelasi kontigensi 0,458 yang lebih
besar dari pada nilai “r” product moment dengan db 40 yang pada taraf
signifikan 5%  diperoleh nilai 0,304 dan pada taraf signifikan 1 % diperoleh
nilai 0,393. Dalam teknik korelasi koefisien kontingensi, jika nilai korelasi
13 Ega Resky Hastyarini, “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah menengah Atas
(BOS SMA) di SMA 1 Pejagoan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Tahun 2014”, Skripsi (Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015) h. 85-113.
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Phi ( ᴓ ) lebih besar atau sama dengan nilai “r” tabel Product Moment, maka
Ho ditolak dan Ha diterima, dan jika nilai Korelasi Phi ( ᴓ ) lebih kecil dengan
nilai “r” table Product Moment maka Ho diterima dan Ha ditolak. Adapun
hipotesa dari peneliti yaitu ada pengaruh program dana Bantuan Operasional
Sekolah terhadap peningkatan manajemen sekolah pada aspek kedisiplinan di
Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Krowe Lembeyen Magetan. Berdasarkan
penjelasan tersebut berarti ada korelasi positif yang signifikan tentang adanya
Dana Operasional Sekolah (BOS) terhadap peningkatan Manajemen Sekolah
khususnya pada Aspek Kedisiplinan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah
Krowe Lembeyen Magetan.14
E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui implementasi sistem manajemen keuangan pendidikan di
SMA Muhammadiyah 5 Makassar.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana BOS di SMA Muhammadiyah 5
Makassar.
14 Sugeng Riyadi, “Pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap
Peningkatan Manajemen Sekolah (Studi Kasus di MTs Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan)”
Skripsi (Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Ponorogo, 2007) h. 58-83.
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F. Manfaat Penelitian
1. Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan, khususnya bidang pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu.
2. Praktis
a. Bagi Kepala Sekolah
Sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijakan dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
b. Bagi Peneliti
Menambah wawasan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku
perkuliahan, sebagai pengalaman bagi penulis dalam tahap pembinaan diri sebagai
calon pendidik, memberikan pengalaman dan kemampuan serta keterampilan dalam
menyusun karya ilmiah.
c. Bagi Pembaca
Diharapkan menjadi bahan rujukan bagi para peneliti untuk suatu penelitian
mengenai implementasi sistem manajemen keuangan pendidikan dalam pengelolaan
dana BOS pada sebuah lembaga pendidikan.
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan
1. Pengertian Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan
a. Pengertian sistem
Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma)
adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama
untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu
tujuan.1 Pengertian sistem menurut W. Gerald Cole dalam bukunya Accounting
System yang dikutip oleh Drs. Zaki Baridwan adalah suatu kerangka dari prosedur-
prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang
menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu
organisasi.2
Jadi, berdasarkan pada pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa
sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling
berkaitan satu sama lain dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.
1“Sistem”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/sistem, (09 Februari
2016).
2 W. Gerald Cole, Accounting system, disadur oleh Dr. Zaki Baridwan dalam bukunya Sistem
Akuntansi- Penyusunan Prosedur dan Metode, (Yokyakarta: BPFE, 1994), h. 3
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b. Pengertian Manajemen Keuangan
Pada dasarnya manajemen keuangan mempunyai dua unsur kata yaitu
“manajemen” dan “keuangan”. Kata manajemen (management) mempunyai beberapa
arti, tergantung pada konteksnya.
Dalam bahasa Inggris, management berasal dari kata kerja to manage yang
dalam bahasa Indonesia dapat berarti mengurus, mengatur, mengemudikan,
mengendalikan, mengelola, menjalankan, melaksanakan dan memimpin.3
Menurut Silalahi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,
pengisian staf, pemimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-
sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara
efektif dan efisien.4
Menurut Syafaruddin manajemen adalah proses bekerja sama antara individu
dan kelompok serta sumber daya yang lainnya dalam mencapai tujuan organisasi
sebagai aktivitas manajemen.5
Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen
adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan sumber
daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
3 Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia. (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), h. 372
4Ulbert Silalahi, Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen. (Bandung: Mandar Maju, 2002),
h. 4
5 Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta:PT. Ciputat Press, 2005),
h.41.
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Sedangkan keuangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan:
1) segala sesuatu yang bertalian dengan uang; 2) seluk beluk uang; 3) urusan uang;
4) keadaan uang.6
Pengertian keuangan menurut Lawrence J. Gitman dalam bukunya Principles
of Managerial Finance menyatakan bahwa finance can be defined as the art and
science of managing money. Keuangan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu
pengetahuan dari pengelolaan uang.7
Keuangan merupakan ilmu dalam mengelola uang yang mempengaruhi
kehidupan setiap orang dalam sebuah organisasi.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan manajemen keuangan adalah proses
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan terhadap dana yang
dimiliki oleh organisasi.
Manajemen keuangan menurut beberapa pendapat para ahli, yaitu:
1) Menurut Maysarah manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan
kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain.
Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah tersebut
6 Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 2008) h. 1767
7 Lawrence J. Gitman, Principles of Managerial Finance, (Massachusetts: Addison-Wesley
Publishing Company, 2003), h. 4
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dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan
pertanggung jawaban keuangan.8
2) Menurut Depdiknas manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/
ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan
sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan
sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan sekolah.9
3) Menurut Husnan Suad manajemen keuangan adalah manajemen terhadap
fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi-fungsi keuangan merupakan
kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab
dalam bidang tertentu.10
4) Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik yang
berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara
efektif dan efisien maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan
investasi atau pembelanjaan secara efisien.11
8 Ridwan Idris, Manajemen Pendidikan dalam aplikasinya di sekolah, (Makassar: Alauddin
University Press,2014), h. 128
9Akhmad Sudrajat, Konsep Dasar Manajemen Keuangan Sekolah, https://akhmadsudrajat.
wordpress.com/ 2013/12/17/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/, diakses 29 Januari 2015
pukul 09.04 WITA.
10 Husnan Suad, Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan, (Yogyakarta:BPFE, 1992),
h.4
11 Agus Sartono, Manajemen Keuangan, Teori dan Aplikasi, (Cet. I, Yogyakarta: FE UGM,
1994),  h. 8
20
Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
manajemen keuangan adalah proses pengaturan terhadap fungsi-fungsi keuangan oleh
ketatausahaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai
pertanggungjawaban keuangan.
c. Pengertian Pendidikan
Menurut Undang-Undang  Republik Indonesia  nomor 20 tahun 2003 tentang
sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.12
Sedangkan menurut M.J. Langeveld, pendidikan adalah bimbingan atau
pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk
mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas
hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain, dengan kata lain membimbing
anak mencapai kedewasaan.13
Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan
adalah pemberian pengalaman yang diberikan kepada seorang anak agar anak
menjadi dewasa. Namun yang ingin di bahas dalam pengertian ini adalah pendidikan
12 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, h . 2
13 Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,2012), h. 6
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sebagai objek atau tempat berlangsungnya pendidikan itu sendiri yaitu lingkungan
sekolah.
Berdasarkan pada beberapa pengertian sistem, manajemen keuangan, dan
pendidikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem manajemen keuangan
pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan
pendidikan yang telah direncanakan dengan  mengembangkan dan mengelola sumber
keuangan dan potensi-potensi yang dimiliki dalam sistem pendidikan tersebut secara
efektif dan efisien di lingkungan sekolah. Manajemen keuangan termasuk dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memerlukan penerapan fungsi-fungsi
manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap dana
tersebut.
2. Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan
Tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memperoleh, dan mencari
peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan
dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang
transparan dan akuntabel. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:
1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
3) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.14
14 Kadarman Jusuf, Pengantar Ilmu Manajemen, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
1992), h. 18
22
Departemen Pendidikan Nasional merumuskan tujuan manajemen keuangan
pendidikan sebagai berikut:
1) Memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal berdasarkan kegiatan
pendidikan yang ditetapkan
2) Mensinergiskan berbagai kegiatan anatar bidang secara harmonis untuk
mencapai tujuan-tujuan pendidikan.
3) Mengembangkan perilaku trasnparansi dan akuntabilitas dari pemanfaatana
keuangan pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.15
Tujuan utama manajemen keuangan adalah:
1) Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian
sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali.
2) Memelihara barang-barang (aset) sekolah.
3) Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan
pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.16
Menurut Martono dan Agus, tujuan manajemen keuangan adalah
memaksimumkan nilai perusahaan (memaksimumkan kemakmuran pemegang
saham) yang di ukur dari harga saham perusahaan.17
15Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Manajemen Keuangan Sekolah, (Jakarta, 2007) h. 9
16 Mohamad Mustari, Ph.D, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014) h. 168
17 Martono dan Agus Harjito, Manajemen Keuangan, (Yogyakarta: Ekonosia, Edisi–3, 2010),
h.13
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Selanjutnya menurut Husnan, tujuan manajemen keuangan adalah untuk
mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, keputusan keuangan adalah
untuk memaksimumkan nilai perusahaan.18
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka dibutuhkan kreativitas kepala
sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang
menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta
memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Selanjutnya fungsi manajemen dalam pendidikan adalah untuk melaksanakan
kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Fungsi manajemen
dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer yaitu
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dalam pengelolaan keuangan pendidikan
agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan.19
Adapun fungsi manajemen keuangan yang harus dijalankan adalah:
1. perencanaan keuangan,
2. penganggaran keuangan,
3. pengelolaan keuangan,
4. pencairan keuangan,
5. penyimpanan keuangan,
6. pengendalian keuangan,
7. pemeriksaan keuangan,
18 Suad Husnan, Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan, h. 6
19Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen
Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 92
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8. pelaporan keuangan. 20
Menurut Husnan, fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan
mendapatkan dana.21
Menurut Martono dan Agus, fungsi utama manajemen keuangan, yaitu:
keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan pengelolaan aset.22
Secara tegas tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi
manajemen keuangan, namun fungsi manajemen keuangan harus sesuai dengan
tujuan dari manajemen keuangan itu sendiri.
3. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan
Manajemen keuangan sekolah perlu memerhatikan sejumlah prinsip. Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana
pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas publik.23 Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat
penekanan.
1) Transparansi
Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen
berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan,
bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam
manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan
20 Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan, h. 168
21 Suad Husnan, Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan, h. 4
22 Martono dan Agus Harjito, Manajemen Keuangan, h. 5
23 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, h.16
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jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga
bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.24
Menurut Krina P transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.25
Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah
dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya
publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.26
Dari beberapa definisi transparansi yang dikemukakan di atas dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa, prinsip transparasi itu sesungguhnya dibangun atas
keterbukaan informasi yang bebas. Bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkan,
dan lembaga yang menerapkan prinsip transparansi berkewajiban untuk
membeberkan informasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan segala sesuatu
yang diputuskan atau yang telah dilakukan dan tidak dilakukan untuk urusan publik.
2) Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena
kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang
menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas didalam manajemen keuangan berarti
24 Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan, h. 165
25 Loila lalolo Krina P, Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi &
Partisipasi, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), h. 13
26 Mardiasmo, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor
Publik : Suatu Sarana Good Governance.( Yogyakarta: Andi, 2004), h. 30
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penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan
yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan
yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab.27
Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk
memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi
amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut.28 Menurut Krina akuntabilitas adalah prinsip yang
menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung-
jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan
kebijakan.29
Jadi, berdasarkan pada definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
akuntabilitas adalah pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang
dilakukan. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan
pemerintah.
3) Efektivitas
Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,
Garner mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas
tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang
27 Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan, h. 166
28 Mardiasmo, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor
Publik : Suatu Sarana Good Governance, h. 12
29 Loila Lalolo Krina P, Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi &
Partisipasi, h. 9
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dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness characrerized by qualitative
outcomes. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes.30
Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar
kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif
organisasi, program atau kegiatan.31
Sedangkan Markus Zahnd mendefinisikan efektivitas yaitu berfokus pada
akibatnya, pengaruhnya atau efeknya.32
Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya transformasi pelayanan publik
mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi
kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak
adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.33
Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana
dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.34
Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah
tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk mencapai sasaran yang
telah direncanakan yang dengan pemanfaatan tersebut akan menimbulkan efek atau
akibat pada hal yang dikerjakan. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip
30 Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan, h. 167
31 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.92.
32 Markus Zahnd, Perancangan Kota Secara Terpadu (Yogyakarta Kanisius, 2006), h. 200
33 Agung Kurniawan, Tranformasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005),
h.109
34 Fathoni Abdurrahmat , Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Rineka, 2003), h. 92
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efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai
aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif
outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4) Efisiensi
Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Menurut Garner
efficiency characterized by quantitative outputs. Efisiensi adalah perbandingan yang
terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil.35
Menurut Markus Zahnd , efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan
sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya.36
Efisiensi adalah hubungan antara barang  dan jasa (output) yang dihasilkan
sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya (input) yang digunakan.37
Jadi, efisiensi adalah hasil yang didapatkan dari sesuatu yang dikerjakan
sesuai dengan waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Tingkat efisiensi yang
tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara
memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan
bertanggung jawab.
4. Sumber-Sumber Keuangan Pendidikan
Sumber dana pendidikan bisa berasal dari banyak pihak, yaitu: pemerintah
orang tua siswa, masyarakat, perusahaan dan negara lain.38 Adapun sumber keuangan
35 Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan, h. 167
36 Markus Zahnd, Perancangan Kota Secara Terpadu, h. 200
37 Deddi dan Ayuningtyas, Akuntasi Sektor Publik, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 161
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dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar adalah dana dari pemerintah,
orang tua siswa, masyarakat, alumni, peserta kegiatan dan kegiatan wirausaha
sekolah.39
a) Dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran
Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua
sekolah untuk setiap tahun ajaran. Selain DIK, pemerintah sekarang juga
memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara
berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.
b) Dana dari orang tua. Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran
komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa
ditentukan oleh rapat komite sekolah.
c) Dana dari masyarakat. Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang
tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian
terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah.
d) Dana dari alumni. Bantuan dari para Alumni untuk membantu peningkatan mutu
sekolah tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan
perlengkapan belajar).
e) Dana dari peserta kegiatan. Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota
masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau
38 Jejen Musfah, Manajemen Pendidikan, Teori, Kebijakan dan Praktik, (Jakarta:Kencana,
2015), h. 221
39 Mohamad Mustari, Ph.D, Manajemen Pendidikan, h. 174
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ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris atau
keterampilan lainnya.
f) Dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Ada beberapa sekolah yang mengadakan
kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Kegiatan wirausaha sekolah yang
pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa misalnya
koperasi, kantin sekolah, bazaar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dan lain-lain.40
Berdasarkan pada pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber-
sumber keuangan sekolah berasal dari pemerintah berupa dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dan orang tua siswa berupa iuran per bulan, masyarakat berupa
sumbangan sukarela, dan wirausaha sekolah berupa kerja sama dengan perusahaan
atau usaha kecil menengah (UKM) yang ada di sekitar sekolah.
B. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMA
1. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA
Berikut ini beberapa pengertian dasar dari program BOS SMA:
a) BOS SMA adalah program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan rintisan
program Wajib Belajar 12 Tahun.
b) BOS SMA adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada
SMA negeri dan swasta untuk membantu memenuhi Biaya Operasional
Non‐Personalia Sekolah.
c) Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pemberian dana BOS,
sekolah diwajibkan untuk memberikan kompensasi membebaskan (fee waive)
40 Ridwan Idris, Manajemen Pendidikan dalam aplikasinya di sekolah, h. 133-135
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dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran
sekolah dan biaya‐biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Bagi sekolah yang berada
di kabupaten/kota/provinsi yang telah menerapkan pendidikan gratis, sekolah
tidak diwajibkan memberikan pembebasan (fee waive) dan/atau membantu
(discount fee) siswa miskin.
d) Besaran dana BOS yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa
masing‐masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan.41
Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana
BOS SMA adalah dana dari pemerintah yang merupakan lanjutan dari dana bantuan
operasional sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang disediakan
untuk siswa miskin pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) untuk pembiayaan
operasional non personalia.
2. Dasar Hukum Dana BOS SMA
Dasar hukum pemberian Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS
SMA) kepada sekolah meliputi:
a) Undang‐Undang Dasar Negara Tahun 1945.
b) Undang‐Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
c) Undang‐ Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
41 Direktorat Pembinaan SMA, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (SMA), h. 3
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d) Undang‐undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1983 terakhir dengan
Undang‐undang nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang
Undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM serta
KMK/563/2003 tentang penunjukan bendaharawan pemerintah untuk
memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM beserta tata cara
pemungutan, penyetoran dan pelaporannya.
e) Undang‐undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan
Tugas Perbantuan.
g) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.
h) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
i) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010‐2015.
k) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa dengan perubahannnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
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l) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar
Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar
Biasa (SMALB).
m) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010‐2015.
n) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Menengah Universal.
o) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas.
p) Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PM K.03/2010 tanggal 31 agustus 2010
tentang Pemungutan Pajak Penghasilan.
q) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PM K.05/2012
tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga.
r) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial
di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.42
42 Direktorat Pembinaan SMA, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (SMA), h. 2
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Dana BOS berasal dari pemerintah sehingga memiliki dasar hukum yang
diatur dalam undang-undang dan ditegaskan dalam peraturan pemerintah, peraturan
menteri keuangan, peraturan menteri pendidikan yang dijadikan sebagai pedoman dan
acuan dalam pengelolaannya.
3. Tujuan Dana BOS SMA
Secara umum program BOS SMA bertujuan untuk mewujudkan layanan
pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Sedangkan
secara khusus bertujuan:
a) Membantu biaya operasional sekolah non‐personalia.
b) Mengurangi angka putus sekolah SMA.
c) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA.
d) Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affimative action) bagi siswa miskin
SMA dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan
biaya sekolah bagi siswa miskin.
e) Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SMA
untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
f) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.43
Dana BOS bukan hanya sekedar dana yang diberikan kepada siswa miskin.
Namun memiliki tujuan yang sangat relevan dengan penuntasan belajar 12 tahun oleh
pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi semua lapisan masyarakat dan
43 Direktorat Pembinaan SMA, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (SMA), h. 3
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membantu mewujudkan cita-cita undang-undang dasar yaitu mencerdaskan
kehidupan bangsa sebagai generasi masa depan bangsa.
4. Prinsip Pengelolaan Dana BOS SMA
Pengelolaan program BOS SMA mengacu pada konsep Manajemen Berbasis
Sekolah (School Based Management), yang mengandung arti, yaitu:
a) Swakelola dan Partisipatif
Pelaksanaan program dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan
dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk
berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b) Transparan
Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan
masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan program.
c) Akuntabel
Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan
petunjuk teknis yang sudah disepakati.
d) Demokratis
Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah
ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan
kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.
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e) Efektif dan Efisien
Pemanfaatan dana harus efektif dan efisien. Kegiatan atau program BOS SMA
yang dilaksanakan merupakan kebutuhan‐kebutuhan prioritas sekolah. Siswa yang
dibebaskan atau dibantu biaya sekolahnya harus diseleksi secara seksama dan
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
f) Tertib Administrasi dan Pelaporan
Sekolah penerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang
dipersyaratkan.
g) Saling Percaya
Pemberian dana berlandaskan pada rasa saling percaya (mutual trust) antara
pemberi dan penerima dana. Oleh Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga
kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan
semata‐mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik.44
Dari sekian banyak prinsip yang telah dipaparkan di atas, pengelolaan dana
BOS harus berdasarkan pada semua prinsip tersebut. Dalam pengelolaan dana BOS
selain berlandaskan pada dasar hukum juga harus dikelola sesuai dengan prinsip
pengelolaan dana BOS itu sendiri yang tidak jauh berbeda dengan prinsip manajemen
keuangan.
44Direktorat Pembinaan SMA, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (SMA), h.30-31
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5.  Ketentuan Perpajakan Dana BOS SMA
Ketentuan pajak dalam pengelolaan BOS SMA mengacu pada peraturan
perundang‐undangan yang berlaku, antara lain:
a) Pajak dipungut untuk setiap transaksi sesuai ketentuan.45
b) Pajak yang sudah dipungut wajib disetorkan melalui Bank Persepsi/Kantor Pos
dengan menggunakan blanko Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.46
1) Pelaporan pajak dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
2) Pembebanan biaya materai sebesar Rp 3.000,00 untuk transaksi pembelian
diatas Rp 250.000,00 s.d. Rp 1.000.000,00 dan biaya materai Rp 6.000,00
untuk transaksi pembelian diatas Rp 1.000.000,00.47
Lingkup pengenaan pajak meliputi antara lain: Kewajiban perpajakan terkait
dengan penggunaan dana BOS SMA pada daftar penggunaan dana termasuk untuk
transportasi dan konsumsi mengikuti hal‐hal sebagai berikut:
1) Bagi Bendaharawan/Pengelola BOS SMA pada Sekolah Negeri atas
penggunaan dana BOS SMA mengikuti hal‐hal sebagai berikut:
a) Tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%.48
45Direktorat Pembinaan SMA, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (SMA), h.32
46 BookletPPN, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Tempat pembayaran atau penyetoran, h. 21
47Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai.
48Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, PPh (Pajak
Penghasilan), PPh Pasal 22 : Pemungutan PPh Pasal 22, h. 34
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b) Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk pembelian lebih dari
Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
Namun demikian untuk nilai pembelian ditambah PPN dengan jumlah tidak
melebihi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran
yang dipecah‐pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha
Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.
Pemungut PPN dalam hal ini bendaharawan tidak perlu memungut PPN atas
pembelian barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh non Pengusaha Kena
Pajak.49
2) Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS SMA pada Sekolah Bukan Negeri
adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk
sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan PPN.50
Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola BOS
SMA pada Sekolah Bukan Negeri yang terkait atas penggunaan dana BOS SMA
untuk belanja barang sebagaimana tersebut diatas adalah:
b) Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk
sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.51
c) Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak).52
49Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, PPh (Pajak
Penghasilan), PPh Pasal 22 : Pungutan PPh Pasal 22, h. 35
50Direktorat Pembinaan SMA, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (SMA), h.33.
51 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, PPh (Pajak
Penghasilan), PPh Pasal 22 : Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, h. 38
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Kewajiban perpajakan terkait dengan penggunaan dana BOS SMA untuk
pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan atau mengganti buku teks yang
sudah rusak mengikuti hal‐hal sebagai berikut:
1) Bagi Bendaharawan/Pengelola BOS SMA pada Sekolah Negeri atas
penggunaan dana BOS SMA mengikuti hal‐hal sebagai berikut:
a) Tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%.53
b) Tidak perlu memungut PPN atas pembelian buku‐buku pelajaran umum, kitab
suci dan buku‐buku pelajaran agama (PPN yang terutang dibebaskan).54
c) Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari
Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa
buku‐buku yang bukan buku‐buku umum, kitab suci dan buku‐buku pelajaran
agama. Namun demikian untuk nilai pembelian ditambah PPN dengan jumlah
tidak melebihi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan bukan merupakan
pembayaran yang dipecah‐pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh
Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku umum.55
52BookletPPN, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengusaha Kena Pajak, h. 1
53Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, PPh (Pajak
Penghasilan), PPh Pasal 22 : Pemungutan PPh Pasal 22, h. 34
54BookletPPN, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Impor Barang kena pajak tertentu yang
dibebaskan PPN, h. 37
55 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, PPh (Pajak
Penghasilan), PPh Pasal 22 : Pemungutan PPh Pasal 22, h. 35
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Kewajiban perpajakan terkait dengan penggunaan dana BOS SMA untuk jasa
profesi (honor) kepada tenaga ahli dibidangnya yang berasal dari luar sekolah
mengikuti hal‐hal sebagai berikut:
1) Tenaga ahli dari pegawai non PNS sebagai peserta kegiatan, harus dipotong
PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5% dari
jumlah bruto honor.56
2) Tenaga ahli dari pegawai PN S diatur sebagai berikut:
a) Golongan I dan I I dengan tarif 0% (nol persen).
b) Golongan I I I dengan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.
c) Golongan I V dengan tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto.57
Kewajiban perpajakan terkait dengan penggunaan dana BOS SMA untuk
upah perbaikan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah mengikuti hal‐hal
sebagai berikut:
1) Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau
rata‐rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah).
2) Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau
rata‐rata penghasilan sehari melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),
56Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, PPh (Pajak
Penghasilan), PPh Pasal 21 : Tarif Pemotongan PPh Pasal 21, h. 26
57Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, PPh (Pajak
Penghasilan), PPh Pasal 21 : Honorarium bagi Penjabat Negara, PNS Anggota TNI, Anggota POLRI
PPh Pasal 21, h. 31.
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dan jumlah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan
jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.58
Mengenai perpajakan dalam hal pembelian barang baik oleh bendahara,
kepala sekolah atau tim pembeli barang yang telah dibentuk diatur dalam undang-
undang dan peraturan yang berlaku. Namun karena kebanyakan barang yang
dibelanjakan dengan dana BOS tidak terlalu mahal sehingga tidak dikenakan pajak.
6.  Pemantauan Pelaksanaan Program BOS SMA
Pemantauan bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan BOS
SMA yang bertujuan untuk mengetahui tingkat manfaat BOS SMA bagi sekolah,
mengidentifikasi berbagai macam masalah/hambatan yang dialami serta mencarikan
solusi pemecahan masalah.
1) Pemantauan Internal
a) Tingkat Sekolah melalui Komite Sekolah
Komite sekolah melakukan pemantauan terhadap program‐program yang
dilaksanakan di sekolah secara periodik dan hasilnya dicatat sebagai dokumen.
Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada sekolah dalam
penyusunan laporan pertengahan dan laporan akhir program/kegiatan sekolah
serta untuk bahan konsultasi ketika ada pemantauan dari instansi lain yaitu Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas pendidikan provinsi, atau Direktorat pembinaan
SMA.
58Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, PPh (Pajak
Penghasilan), PPh Pasal 21 : Pemotong PPh Pasal 21, h. 18
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b) Dinas Pendidikan Provinsi
Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan pemantauan sebagai bagian tugas
rutinitas pembinaan sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi juga melakukan
pemantauan sekolah sampel untuk memastikan akuntabilitas dari keterlaksanaan/
ketercapaian program di sekolah.
2) Pemantauan Eksternal
Direktorat Pembinaan SMA dan instansi relevan lainnya dapat melaksanakan
pemantauan sekolah sampel untuk memastikan akuntabilitas dari keterlaksanaan/
ketercapaian program di sekolah.
3) Aspek‐aspek pemantauan:
a) Alokasi dana sekolah penerima bantuan yang ditentukan berdasarkan jumlah
siswa;
b) Kriteria siswa SMA miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya;
c) Data siswa SMA miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya;
d) Pelaporan pelaksanaan kegiatan monitoring.59
Hasil dari pemantauan  sebagai bahan perumusan perencanaan program BOS
SMA di masa yang akan datang. Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara internal
oleh komite sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota melalui pengawas sekolah
dan eksternal oleh Direktorat pembinaan SMA serta dinas pendidikan provinsi.
7. Pengawasan Program BOS SMA
59Direktorat Pembinaan SMA, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (SMA),
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014, h.
35-36
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Pengawasan terhadap pelaksanan program BOS SMA dilakukan oleh
lembaga‐lembaga meliputi:
a) Pengawasan internal dilakukan oleh komite sekolah dan dinas pendidikan
provinsi.
b) Tim monitoring independen yang terdiri dari unsur Direktorat Pembinaan SMA,
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.
c) Instansi pengawas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal
(Itjen) Kementerian Pendidikan Nasional, dan Badan Pengawasan Daerah
(Bawasda) Propinsi.60
Pengawasan pelaksanaan BOS diharapkan agar pencapaian tujuan yang telah
direncanakan dapat dicapai secara efektif dan efisien serta menghindari terjadinya
penyimpangan terhadap penggunaan BOS.
8. Daftar Larangan Penggunaan Dana BOS SMA
Agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan penyimpangan
keuangan negara, dilarang melakukan hal‐hal sebagai berikut:
1) Disimpan dengan maksud dibungakan;
2) Dipinjamkan kepada pihak lain;
3) Mengalokasikan dana BOS SMA yang tidak sesuai dengan pedoman
pelaksanaan;
60Direktorat Pembinaan SMA, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (SMA), h. 46
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4) Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/
Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya;
5) Menanamkan saham;
6) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/
pendampingan terkait program BOS SMA/perpajakan program BOS SMA
yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.61
Penggunaan dana BOS telah diatur dalam petunjuk teknis mengenai apa saja
yang dapat dilakukan dengan dana BOS. Pemberian BOS SMA adalah amanah dan
kepercayaan, sehingga penting bagi kita secara bersama‐sama menjaga amanah
tersebut. Agar penggunaan BOS benar-benar digunakan untuk kegiatan operasional
sekolah.
61 Direktorat Pembinaan SMA, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (SMA), h. 46
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Disebut penelitian kualitatif, karena sumber data utama penelitian ini adalah berupa
kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai.1 Penelitian
ini dikatakan bersifat deskriptif adalah karena penelitian ini dimaksudkan untuk
mengangkat fakta/keadaan yang terjadi saat sekarang (ketika penelitian) dan
menyajikan apa adanya.
Lokasi penelitian dilakukan di SMA Muhammadiyah 5 Makassar tepatnya di
jalan Sabutung Baru No. 12 Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah Kota
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang berada tidak jauh dari Pelabuhan Paotere.
Didirikan pada tahun 2014 yang diprakarsai oleh pimpinan cabang muhammadiyah
ujung tanah. Dengan NPSN 43010218  yang terletak 10 km dari pusat kota.
B. Pendekatan Penelitian
Ditinjau dari jenis datanya dalam penelitian ini penulis menggunakan
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitataif yaitu untuk mengetahui atau
menggambarkan kenyataan atau kejadian yang diteliti dengan cara mendeskripsikan
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
1 Lexy J. Moleng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remadja Rosdakarya, 1999), h.
112.
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C. Sumber Data
Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh sesuai dengan klasifikasi
data yang dikemukakaan, adapun sumber data disini adalah person (narasumber)
merupakan sumber data yang biasa memberikan data berupa jawaban lisan melalui
wawancara dari pihak sekolah yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah, kepala tata
usaha dan wakil kepala sekolah bidang humas.
D. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini,
maka metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan beberapa metode
yaitu:
1. Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai cirri yang spesifik
bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau
wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak
terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.2
Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengamati dan
melihat implementasi manajemen keuangan pendidikan dalam mengelola dana BOS
SMA Muhammadiyah 5 Makassar, peneliti mengamati objek secara seksama dengan
melibatkan diri secara langsung dalam penelitian.
2. Wawancara
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. 20; Bandung: Alfabeta,
2014), h. 145.
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang
diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.3
Menurut Singarimban, berpendapat bahwa wawancara adalah suatu proses
interaksi dan komunikasi. Dalam hal ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa
faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara,
responden, topik penelitian tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.4
3. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber non
insani (bukan manusia). Dalam hal ini dokumen digunakan sebagai sumber data
karena dokumen dapat dimanfaatkan dalam membuktikan, menafsirkan dan
meramalkan dalam suatu peristiwa. Serta dokumen merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus
kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan atau tatanan bentuk
sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang
ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.5
3 J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 135.
4Masri Singarimba, Metode Penelitian Survei (Cet. III; Jakarta : Pustaka PL3ES, 1987), h.
183.
5Satori dan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 200.
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Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data
reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification.6
1. Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka
perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-
hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya,
dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan
elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek
tertentu.7
Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan
dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu,
kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang
dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus
dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan
penelitian di hutan, maka pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang
yang belum dikenal selama ini, justru dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya.
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 246.
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 247.
49
Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan,
keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam
melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang
dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang,
sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan
teori yang signifikan.8
2. Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.
Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau grafik,
hubungan antar kategori yang bertujuan agar data terorganisasikan dan tersusun
dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. Conclusion Drawing atau Verification (Penarikan Kesimpulan)
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang
valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,
maka kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.9 Dengan
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 249.
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 252-253
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demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah
yang dirumuskan sejak awal.
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BAB IV
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN
DALAM PENGELOLAAN DANA BOS DI SMA MUHAMMADIYAH 5
MAKASSAR
A. Hasil Penelitian
1. Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan SMA Muhammadiyah 5 Makassar
a. Perencanaan Keuangan SMA Muhamadiyah 5 Makassar
Perencanaan merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi segala
kebutuhan organisasi. Perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan akan
dilaksanakan dan bagaimana melaksanakannya. Perencanaan keuangan sekolah
adalah merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan
tercapainya tujuan pendidikan di sekolah dengan menghimpun sejumlah sumber daya
yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan anggaran
sebagai penjabaran suatu rencana dalam bentuk proposal untuk setiap komponen
kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 sistem perencanaan
keuangan sekolah SMA Muhammadiyah 5 Makassar.
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Gambar 4.1
Sistem Perencanaan Keuangan SMA Muhammadiyah 5 Makassar
Proses perencanaan yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 5 Makassar
dimulai dengan rapat bersama yang diadakan oleh kepala sekolah dengan
mengundang dewan guru, komite sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
serta dari pihak yayasan yaitu pimpinan cabang muhammadiyah ujung tanah yang
dilaksanakana pada akhir tahun pelajaran untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan
dan akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Hasil dari rapat tersebut akan dibentuk
proposal kebutuhan atau lebih dikenal dengan RKAS (Rencana Anggaran Kegiatan
Kepala sekolah mempelajari
visi, misi, tujuan dan strategi
program
Kepala sekolah bersama
dewan guru, komite sekolah, yayasan
membahas draft dan  menetapkan
RKAS
Kepala sekolah mengundang
dewan guru, komite sekolah,
yayasan, untuk menyusun
draft RKAS
RAKS
disahkan
dan siap
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Sekolah) yang berisi rencana anggaran biaya untuk kebutuhan tenaga pendidik dan
kependidikan.1
Gambar 4.2
Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)  SMA Muhammadiyah 5
Makassar
1 Muhammad Rusdi, S.Pd., Kepala Sekolah , Wawancara oleh peneliti, di Ruang Dewan Guru
SMA Muhammadiyah 5 Makassar,  13 Juli 2016.
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Kepala sekolah dan bendahara sekolah menyusun anggaran berdasarkan hasil
rapat. Dalam penyusunan keuangan tidak lepas dari kendala yang ada, adapun
kendala yang dihadapi yaitu kebutuhan yang semakin banyak namun dana yang
tersedia terbatas. Sehingga untuk menghadapi kendala tersebut kepala sekolah
menggunakan skala prioritas. Kebutuhan yang sangat mendesak maka kebutuhan
tersebut yang didahulukan.2
Berdasarkan pada hasil wawancara yang di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa perencanaan keuangan sekolah SMA Muhammadiyah 5 Makassar sudah
dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pelibatan seluruh stakeholder
sekolah dalam perumusan rencana yang akan dilaksanakan untuk satu tahun ajaran.
b. Pelaksanaan Keuangan SMA Muhamadiyah 5 Makassar
Pelaksanaan keuangan adalah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat
dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Pelaksanaan dalam manajemen
keuangan terbagi atas proses mengelola penerimaan dan pengeluaran.
Proses pelaksanaan keuangan pada segi penerimaan, sumber keuangan
sekolah berasal dari yayasan dan pemerintah yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah
2 Faisal Amir, SE, Bendahara Sekolah, Wawancara oleh peneliti, di Ruang Dewan Guru SMA
Muhammadiyah 5 Makassar, 16 Juli 2016.
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(BOS) dan dana pendidikan gratis.3 Selain dari kedua sumber keuangan tersebut
sekolah tidak menerima dari masyarakat.4
Prosedur pengelolaan penerimaan keuangan dilakukan langsung oleh
bendahara dengan sistem satu pintu.5 Bentuk pembukuan pada penerimaan keuangan
sekolah juga terbagi dua yaitu buku kas umum dan buku kas harian. Pengalokasian
sumber keuangan pula dibagi dua yang terdiri dari 70% untuk kegiatan kesiswaaan
dan 30% untuk kegiatan SDM (sumber daya manusia). Karena menggunakan sistem
satu pintu, maka penanganan pembukuan keuangan sekolah ditangani oleh bendahara
sekolah dan diketahui oleh kepala sekolah.
Proses pengelolaan pada segi pengeluaran, dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan biaya untuk setiap program. Semua biaya yang dikeluarkan harus sesuai
dengan program sekolah, dan pada setiap program sekolah ada pihak yang
bertanggungjawab. Pihak yang menjadi penanggungjawab kegiatan adalah para wakil
kepala sekolah yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah
bidang sarana dan prasarana, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wakil
kepala sekolah bidang humas (hubungan masyarakat) serta kepala tata usaha.6
3 Muhammad Arfah, Kepala Tata Usaha, Wawancara oleh peneliti, di Ruang Dewan Guru
SMA Muhammadiyah 5 Makassar, 13 Juli 2016
4 Faisal Amir, SE, Bendahara Sekolah, Wawancara oleh peneliti, di Ruang Dewan Guru SMA
Muhammadiyah 5 Makassar, 16 Juli 2016
5 Muhammad Rusdi, S.Pd, Kepala Sekolah, Wawancara oleh peneliti, di Ruang Dewan Guru
SMA Muhammadiyah 5 Makassar, 13 Juli 2016
6 Muhammad Arfah, Kepala Tata Usaha, Wawancara oleh peneliti, di Ruang Dewan Guru
SMA Muhammadiyah 5 Makassar, 13 Juli 2016.
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Pengendalian pengeluaran sekolah selalu merujuk pada kebutuhan yang
tercantum dalam rencana kegiatan anggaran sekolah. Kendala utama pada
pelaksanaan keuangan sekolah yaitu keterbatasan dana dan perubahan harga barang
yang semakin naik, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut digunakan skala
prioritas kebutuhan yang paling mendesak.7 Pelaksanaan keuangan sekolah hanya
ditangani oleh kepala sekolah dan bendahara yang dipertanggungjawabkan kepada
yayasan.
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
keuangan SMA Muhammadiyah 5 Makassar dilakukan pada dua hal yaitu
penerimaan dan pengeluaran. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan
hanya dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah hal ini untuk mencegah
terjadinya pengeluaran yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam
rapat sebelumnya.
c. Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan SMA Muhamadiyah 5 Makassar
Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat dilihat pada
evaluasi, bentuk pertanggungjawaban dan keterlibatan pengawas eksternal. Evaluasi
dilakukan dalam bentuk pengecekan pelaksanaan setiap program sekolah per triwulan
atau per enam bulan, yang dilakukan oleh yayasan dan kepala sekolah. Dari hasil
7 Muhammad Rusdi, S.Pd., Kepala Sekolah , Wawancara oleh Peneliti, di Ruang Dewan
Guru SMA Muhammadiyah 5 Makassar,  13 Juli 2016.
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evaluasi kemudian dilakukan tindak lanjut untuk meminimalisir kebutuhan yang tidak
terlalu penting dan mengefisienkan dana yang dikeluarkan.8
Kepala sekolah sangat berperan dalam mengevaluasi setiap kegiatan dengan
memberikan pemahaman kepada setiap penanggungjawab kegiatan tentang
pengeluaran yang dibiayai, memonitoring, dan membimbing.9 Selain dari internal,
ada juga evaluator eksternal yaitu dari dinas pendidikan dan kebudayaan pemerintah
kota Makassar. Dengan mengecek bukti fisik pengeluaran yang tercantum pada
laporan yang terdapat pada kwitansi-kwitansi atau bukti pembelian barang yang
dilakukan pada akhir tahun anggaran.10
Pertanggungjawaban keuangan sekolah dipertanggungjawabkan kepada
kementerian pendidikan nasional dalam bentuk dokumen laporan yang dibuat oleh
kepala sekolah dan bendahara sekolah. Setelah dilaporkan maka tindak lanjut dari
pertanggungjawab tersebut yaitu revisi laporan dengan cara menindaklanjuti kegiatan
yang belum terlaksana. Bentuk transparansi dapat dilihat pada evaluasi oleh kepala
sekolah dan monitoring oleh pihak yayasan.11
8 Muhammad Rusdi, S.Pd, Kepala Sekolah, Wawancara oleh peneliti, di ruang dewan guru
SMA Muhammadiyah 5 Makassar, 13 Juli 2016
9 Kamaruddin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Wawancara oleh peneliti, di ruang
dewan guru SMA Muhammadiyah 5 Makassar, 16 Juli 2016
10 Faisal Amir, SE, Bendahara Sekolah, Wawancara oleh peneliti, di ruang dewan guru SMA
Muhammadiyah 5 Makassar, 16 Juli 2016
11 Muhammad Rusdi, S.Pd, Kepala Sekolah, Wawancara oleh peneliti, di ruang dewan guru
SMA Muhammadiyah 5 Makassar, 13 Juli 2016
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Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan
bahwa evaluasi keuangan sekolah dilakukan oleh pihak internal dan pihak eksternal.
Adapun pihak internal yang mengevaluasi adalah kepala sekolah sendiri dan yayasan
yaitu pimpinan cabang muhammadiyah ujung tanah bapak Ahmad Zainal BA. Pihak
eksternal yaitu dinas pendidikan dan kebudayaan kota Makassar. Sedangkan
pertanggungjawaban keuangan sekolah dipertanggungjawabkan dengan pemberian
dokumen laporan pertanggungjawaban kepada yayasan dan dinas pendidikan oleh
kepala sekolah dan bendahara sekolah.
Namun, transparansi keuangan sekolah berdasarkan hasil wawancara dan
observasi belum diterapkan karena keuangan sekolah hanya diketahui oleh pihak
yang berada dalam lingkungan sekolah. Hal ini dapat dilihat pada bentuk transparansi
yaitu penyampaian laporan keuangan yang hanya disampaikan pada akhir tahun
anggaran melalui rapat pertemuan yang diadakan oleh kepala sekolah. Laporan tidak
dipajang di papan pengumuman atau papan informasi.
2. Pengelolaan Dana BOS SMA Muhammadiyah 5 Makassar
a. Perencanaan Dana BOS SMA Muhammadiyah 5 Makassar
Perencanaan pengelolaan dana BOS di SMA Muhammadiyah 5 Makassar
diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan
penyusunan usulan dana BOS atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS. RKAS
disusun berdasarkan petunjuk teknis (juknis), dan sumber dana dikelompokkan dalam
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rencana kegiatan anggaran sekolah termasuk dana BOS dimasukkan dalam RKAS
berupa dokumen usulan dana BOS atau RAB BOS. Setiap  penyusunan anggaran
terutama penyusunan rencana anggaran dana BOS dilakukan melalui rapat dengan
melibatkan dewan guru, bendahara sekolah, wakil kepala sekolah, kepala sekolah dan
komite sekolah serta pihak yayasan untuk membentuk tim manajemen BOS.12
Adapun RAB BOS yang telah disahkan dapat dilihat pada gambar berikut.
12 Muhammad Rusdi, S.Pd, Kepala Sekolah, Wawancara oleh peneliti, di ruang kepala
sekolah pada tanggal 29 Juni 2016
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Gambar 4.3
Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS
Untuk mendapatkan dana BOS dibutuhkan data siswa dan data siswa miskin
penerima dana BOS pada tahun 2015 periode Juli berjumlah 65 siswa. Namun pada
tahun ajaran 2016 periode Juli belum ada dana BOS, diakibatkan data siswa belum di
input ke dapodik. Sehingga selama enam bulan ini sekolah belum menerima dana
BOS.13 Sebenarnya data siswa teah diinput ke dapodik tahun 2015, namun karena
13 Faisal Amir,SE, Bendahara Sekolah, Wawancara oleh peneliti, di ruang dewan guru SMA
Muhamamdiyah 5 Makassar pada tanggal 16 Juli 2016.
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adanya aplikasi dapodik yang baru sehingga data siswa belum diinput ulang.14
Adapun data siswa penerima dana BOS periode Januari-Juni dapat dilihat pada
gambar berikut.
Gambar 4.4
Data Siswa Penerima Dana BOS Periode Januari-Juni Tahun 2015
14 Muhammad Arfah, Kepala Tata Usaha, Wawancara oleh peneliti, di Ruang Dewan Guru
SMA Muhammadiyah 5 Makassar, 13 Juli 2016
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa
perencanaan dana BOS dilakukan dengan menyusun RKAS dan RAB BOS dengan
melibatkan dewan guru, bendahara sekolah, wakil kepala sekolah, kepala sekolah,
komite sekolah dan yayasan. Pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan
tergolong masih perlu diperbaiki khususnya pada kelengkapan adminstrasi mengenai
data siswa yang harus diinput ke aplikasi dapodik.
b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SMA Muhammadiyah 5 Makassar
Pelaksanaan pengelolaan dana BOS SMA di SMA Muhammadiyah 5
Makassar, terdiri dari beberapa bagian yaitu diawali dari tahap penyaluran Dana BOS
SMA, pengambilan dana BOS SMA, penggunaan dana BOS SMA, pembelanjaan
dengan dana BOS SMA, pembukuan dana BOS SMA, dan perpajakan terkait
pengelolaan dana BOS SMA.
Penyaluran dana BOS dilakukan setiap awal triwulan dan pengambilan dana
BOS dilakukan pada akhir bulan oleh kepala sekolah dan bendahara. Akan tetapi
pengambilan dana sering terhambat disebabkan lamanya pencairan dana BOS
sehingga menyebabkan tidak menentunya pengambilan dana BOS.15 Penggunaan
dana BOS yang diterima digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar dan
pengembangan sekolah. Namun, dana BOS yang diterima tidak mencukupi untuk
15 Faisal Amir,SE, Bendahara Sekolah, Wawancara oleh peneliti, di ruang dewan guru SMA
Muhamamdiyah 5 Makassar pada tanggal 16 Juli 2016.
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memenuhi kebutuhan sekolah.16 Untuk lebih jelasnya mengenai pencairan dana BOS
dapat dilihat pada gambar.
Gambar 4.5
Proses Pencairan Dana BOS
Berdasarkan pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa pencairan dana BOS
dilakukan oleh kepala sekolah bersama bendahara sekolah dengan melengkapi berkas
persyaratan pencairan dana yaitu SK pengangkatan kepala sekolah, SK pengangkatan
bendahara sekolah, akte pendirian sekolah atau surat izin operasional sekolah yang
masih berlaku, KTP atau SIM kepala sekolah, KTP atau SIM bendahara sekolah.
NPWP atas nama sekolah tidak dilampirkan karena SMA Muhammadiyah 5
Makassar masih berstatus sekolah swasta.
Proses penggunaan dana BOS periode Januari – Juni 2015 dapat dilihat pada
gambar di bawah ini. Jumlah dana BOS yang diterima pada periode Januari – Juni
16 Muhammad Rusdi, S.Pd, Kepala Sekolah, Wawancara oleh peneliti, di ruang dewan guru
SMA Muhammadiyah 5 Makassar pada tanggal 13 Juli 2016
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2015 sebesar 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian
penggunaan untuk setiap item pembiayaan selama 6 bulan sebagai berikut:
No.
Jenis Penggunaan/
Pembelanjaan
(Expenditurez)
Kuantitas Jumlah
Dana
(Rp)
Jadwal
Pelaksanaan
KegiatanSatuan Volume
1. Pengadaan Alat Tulis Sekolah 1 3 3.180.000 Januari
2. Pengadaan Alat Habis Pakai 1 3 7.850.000 Januari
3. Pengadaan Bahan Habis Pakai 1 3 2.500.000 Januari-Maret
4.
Pengadaan Buku
Pelajaran/Buku Penunjang
Pelajaran/Buku Referensi
1 1 5.480.000 Januari
5.
Pemeliharaaan dan Perbaikan
Rusak Ringan
Sarana/Prasarana Sekolah
1 2 5.390.000 Maret
6. Langganan Daya dan Jasa 1 6 2.850.000 Januari-Juni
7. Penyelenggaraan Evaluasi
Pembelajaran
1 3 8.672.500 Maret dan
Juni
8.
Penyelenggaran Kegiatan
Pembinaan Siswa/
Ekstrakurikuler dan Intra
Kurikuler
1 2 1.960.000 Januari-Juni
9. Kegiatan Penerimaan Siswa
Baru
- - -
-
10. Pengembangan Profesi Guru
Dan Tenaga Kependidikan
1 1 250.000 Maret
11.
Pengelolaan Data Individual
Sekolah Berbasis TIK Melalui
Aplikasi Dapodikmen Tahun
2015
1 1 524.500 Juni
12. Pengembangan Website
Sekolah
- - -
-
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13. Biaya Asuransi Keamanan
Dan Keselamatan Sekolah
- - -
-
14. Penyusunan Dan Pelaporan 1 1 325.000 Juni
Tabel 4.1
Penggunaan Dana BOS Periode Januari – Juni 2015
Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan dana BOS
periode Januari – Juni 2015 digunakan untuk pembiayaan pengadaan alat tulis
sekolah sebesar Rp. 3.180.000,- yang digunakan pada 3 kegiatan yaitu pengeluaran
pada bulan januari, februari, dan april, pengadaan alat habis pakai sebesar Rp.
7.850.000,- yang digunakan pada 3 kegiatan pada bulan januari, dan maret,
pengadaan bahan habis pakai sebesar Rp.2.500.000,- yang digunakan pada bulan
maret, april dan mei, pengadaan buku pelajaran/buku penunjang pelajaran/buku
referensi sebesar Rp.5.480.000,- yang digunakan pada bulan januari, pemeliharaan
dan perbaikan rusak ringan saran/prasarana sekolah sebesar Rp.5.390.000,- yang
digunakan pada bulan februari dan maret, langganan daya dan jasa lainnya sebesar
Rp.2.850.000,- yang digunakan pada bulan juni, penyelenggaraan evaluasi
pembelajaran sebesar Rp.8.672.500,- yang digunakan pada bulan maret dan juni,
penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler dan intra kurikuler
sebesar Rp.1.960.000,- yang digunakan pada bulan januari-juni, pengembangan
profesi guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp.250.000,- yang digunakan pada
bulan maret, pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi
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dapodikmen sebesar Rp.542.500,- yang digunakan pada bulan juni, penyusunan dan
pelaporan sebesar Rp.325.000,- pada bulan juni.
Proses pembelanjaan dengan menggunakan dana BOS tidak dibentuk tim
yang membeli barang, hanya bendahara yang melakukan pembelian yang kemudian
dilaporkan kepada kepala sekolah, yayasan dan dinas pendidikan. Karena tidak
dibentuk tim maka mekanisme pembelian barang hanya dilakukan oleh bendahara
dengan mengecek harga barang di beberapa toko. Sehingga diperoleh barang dengan
kualitas dan kewajaran harga barang tanpa ada markup dalam pembelian.17
Proses pembukuan dana BOS menggunakan kas harian yang dibukukan oleh
bendahara. Pembukuan dikerjakan pada setiap pengeluaran dana BOS yang
dibuktikan dengan bukti fisik tentang penggunaan dana BOS berupa faktur, nota
pesanan dan kwitansi. Dana BOS yang diterima oleh sekolah masih belum
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekolah sehingga tidak ada pengembalian
dana BOS kepada pemerintah karena tidak ada saldo.18
17 Muhammad Arfah, Kepala Tata Usaha, Wawancara oleh peneliti, di ruang dewan guru
SMA Muhammadiyah 5 Makassar, 13 Juli 2016
18 Faisal Amir, SE, Bendahara Sekolah, Wawancara oleh peneliti, di ruang dewan guru SMA
Muhammadiyah 5 Makassar, 16 Juli 2016
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Gambar 4.6
Buku Kas Pengeluran Dana BOS SMA Muhammadiyah 5 Makassar
Barang yang dibeli dengan dana BOS sesuai dengan ketentuan pajak yang
berlaku berdasarkan pada petunjuk teknis. Pelaksanaan ketentuan perpajakan telah
dilakukan oleh SMA Muhammadiyah 5 Makassar terkait transaksi-transaksi yang
harus dilaksanakan pembayaran pajak. Penyetoran pajak dilaksanakan berdasar
petunjuk teknis BOS SMA atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta Undang-undang nomor 4 tahun 2009
tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) barang dan jasa dan PPnBM (Pajak
Pembelian Barang Mewah) jika barang tersebut dikenai pajak.19 Adapun barang yang
dibeli dengan dana BOS dan dikenai pajak harus mengisi format pada gambar di
bawah ini.
19 Muhammad Rusdi, Kepala Sekolah, Wawancara oleh peneliti, di ruang kepala sekolah
pada tanggal 29 Juni 2016
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Gambar 4.7
Surat Setoran Pajak dan Faktur Pajak Standar
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Dari gambar tentang surat setoran pajak tersebut di atas, tercantum nama toko
dan alamat tempat barang di beli, bulan pembelian, jumlah harga barang yang di beli,
jenis barang, nama dan stempel sekolah dan nama toko, tanda tangan pemilik dan
stempel toko. Sedangkan faktur pajak standar berisi keterangan nama toko, pembelian
barang kena pajak dengan nama sekolah, rincian nama barang dan harga dan tanda
tangan dan stempel toko.
Berdasarkan pada wawancara dan gambar di atas, maka penulis
menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana BOS sudah  berjalan dengan
baik walaupun dalam pelaksanaan sedikit terhambat karena dana BOS yang diterima
tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah yang telah direncanakan.
Ditambah dengan tidak menentunya waktu pencairan dana BOS yang menyebabkan
kegiatan yang ingin dilaksanakan dengan menggunakan dana BOS terhambat.
Penggunaan dana BOS hanya dikelola oleh bendahara sekolah dan kepala
sekolah baik itu pembukuan maupun pembelanjaan, dewan guru hanya
menyampaikan kepada kepala tata usaha atau kepada bendahara sekolah mengenai
apa yang dibutuhkan dan bendahara sekolah melaporkan kepada kepala sekolah
mengenai hal tersebut dan kepala sekolah yang memutuskan apakah dilaksanakan
atau ditunda dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan RAB BOS
yang telah disusun.
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c. Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS SMA Muhammadiyah 5 Makassar
Pengawasan dana BOS di SMA Muhammadiyah 5 Makassar dilakukan
dengan membentuk tim pengawas pengelolaan dana BOS dari yayasan. Selain
yayasan, dinas terkait yaitu dinas pendidikan dan kebudayaan kota Makassar juga
ikut mengawasi pengelolaan dana BOS di sekolah.
Komite sekolah dan yayasan selaku pihak pengawas internal melakukan
pengawasan atas terlaksananya pengelolaan dana BOS SMA sesuai dengan
perencanaan BOS SMA. Monitoring yang dilakukan oleh dinas pendidikan yaitu
pada saat periode berjalan pengelolaan dana BOS SMA. Pengawasan dilakukan pada
aspek perencanaan dan pengeluaran anggaran. Hasil dari pengawasan itu adalah
pengawas merevisi dan mengkoreksi anggaran kegiatan.
Pihak ekstern sekolah yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan
dana BOS SMA adalah dari dinas pendidikan. Pengawasan tim dari pihak dinas
datang langsung ke sekolah ataupun dengan memberikan instrumen monitoring yang
perlu diisi oleh seluruh warga sekolah. Kegiatan pengawasan BOS SMA dilakukan
untuk memantau ketepatan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah
sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat.20
Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh komite sekolah, yayasan dan dinas
pendidikan mengenai pengelolaan dana BOS SMA sudah terimplementasi dengan
20 Muhammad Rusdi, Kepala Sekolah, Wawancara oleh peneliti, di ruang kepala sekolah
pada tanggal 29 Juni 2016
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baik yang dilihat dalam pelaporan dana BOS SMA. Pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dana BOS SMA yang dilaksanakan oleh SMA Muhammadiyah 5 tidak
pernah menerima pengaduan negatif dari masyarakat. Masyarakat terbantu untuk
pembiayaan sekolah dari adanya bantuan pemerintah pusat berupa pemberian dana
BOS SMA.
Evaluasi dilakukan oleh komite sekolah, yayasan dan dinas pendidikan
provinsi terkait dengan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana BOS
SMA. Penggunaan Dana BOS SMA yang dilaksanakan oleh SMA Muhammadiyah 5
Makassar telah sesuai dengan rencana anggaran sekolah, karena pelaksanaannya
memang harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Hasil kegiatan evaluasi
pengelolaan dana BOS SMA di SMA Muhammadiyah 5 Makassar sudah berjalan
dengan baik sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada awal periode anggaran.21
Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan
bahwa pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana BOS pada SMA Muhammadiyah
5 Makassar telah dilaksanakan dengan baik. Pengawasan dilakukan oleh pihak
internal dan eksternal sebagaimana yang tertera pada petunjuk teknis dana BOS dan
evaluasi dalam pelaksanaan dana BOS juga berjalan dengan baik yang dibuktikan
dengan tidak adanya penyimpangan yang dilakukan terhadap pengelolaan dan BOS
yang diterima.
21 Faisal Amir,SE, Bendahara sekolah, Wawancara oleh peneliti, di ruang dewan guru SMA
Muhammadiyah 5 Makassar, 16 Juli 2016
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d. Pelaporan Dana BOS SMA Muhammadiyah 5 Makassar
Pelaporan pengelolaan dana BOS SMA di SMA Muhammadiyah 5 Makassar,
terdiri dari pelaporan penggunaan dana BOS SMA yang dilaporkan untuk pihak
internal maupun pihak ekternal dan publikasi yang dilakukan oleh sekolah terkait
pengelolaan dana BOS SMA.
Pertanggungjawaban sekolah kepada pemerintah dengan memberikan laporan
pengelolaan dana BOS SMA pada setiap akhir triwulan anggaran berupa hard copy
dan soft copy. Adapun pihak-pihak yang diberikan laporan dana BOS SMA adalah
dinas pendidikan bagian manajemen dana BOS bapak Syamsuddin. Selain dinas
pendidikan sekolah juga melaporkan pengelolaan dana BOS SMA pada komite
sekolah dan yayasan.22 Kegiatan pelaporan yang dibuat sebagai bentuk
pertanggungjawaban sekolah atas keterlaksanaan dana BOS SMA kepada dinas
dibuat oleh tim manajemen BOS SMA dan secara khusus oleh bendahara sekolah
selaku bendahara BOS dan kepala sekolah.23
Publikasi penggunaan dana BOS SMA Muhammadiyah 5 Makassar dapat
diketahui melalui publikasi dana yang diterima, rencana penggunaan dan penggunaan
dana BOS SMA yang dipublikasikan dalam bentuk papan potensi, sehingga dalam
22 Faisal Amir, SE, Bendahara Sekolah, Wawancara oleh peneliti, di ruang dewan guru SMA
Muhammadiyah 5 Makassar, 16 Juli 2016
23 Muhammad Rusdi, Kepala Sekolah, Wawancara oleh peneliti, di ruang kepala sekolah
pada tanggal 29 Juni 2016
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publikasi sudah menerapkan prinsip transparansi dan penggunaan dana BOS juga
dilaporkan melalui rapat evaluasi dengan dewan guru dan stakeholder lainnya.
Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan
bahwa pelaporan penggunaan dana BOS sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang format laporan penggunaan dana
BOS SMA Muhammadiyah 5 Makassar.
B. Pembahasan
Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem
manajemen keuangan di SMA Muhammadiyah 5 Makassar telah berjalan dengan
baik. Hal ini dapat dilihat dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen keuangan
dalam pengelolaan keuangan di sekolah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Perencanaan keuangan
sekolah SMA Muhammadiyah 5 Makassar dapat dilihat dari pelibatan seluruh
stakeholder sekolah dalam perumusan rencana yang akan dilaksanakan untuk satu
tahun ajaran. Pelaksanaan keuangan SMA Muhammadiyah 5 Makassar dilakukan
pada dua hal yaitu penerimaan dan pengeluaran. Pengawasan keuangan di lihat dari
evaluasi keuangan sekolah yang dilakukan oleh pihak internal dan pihak eksternal.
Pertanggungjawaban keuangan sekolah dipertanggungjawabkan dengan pemberian
dokumen laporan pertanggungjawaban kepada yayasan dan dinas pendidikan oleh
kepala sekolah dan bendahara sekolah.
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Hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh teori yang dikemukakan oleh
Maysarah tentang manajemen keuangan bahwa manajemen keuangan di sekolah
dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan.
Sedangkan berkaitan dengan pengelolaan dana BOS menunjukkan bahwa
pengelolaan dana BOS di SMA Muhammadiyah 5 Makassar dikelola sesuai dengan
petunjuk teknis dana BOS SMA. Namun, masih perlu perbaikan pada aspek
perencanaan sebelum penerimaan dana BOS. Perencanaan dana BOS yang dilakukan
dengan menyusun RKAS dan RAB BOS dengan melibatkan dewan guru, bendahara
sekolah, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, komite sekolah dan yayasan.
Pelaksanaan pengelolaan dana BOS sudah berjalan dengan baik walaupun dalam
pelaksanaan sedikit terhambat karena dana BOS yang diterima tidak mencukupi
untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah yang telah direncanakan dan tidak
menentunya waktu pencairan dana BOS. Pengawasan dilakukan oleh pihak internal
dan eksternal. Evaluasi pelaksanaan dana BOS yang dibuktikan dengan tidak adanya
penyimpangan yang dilakukan terhadap pengelolaan dan BOS yang diterima.
Pelaporan penggunaan dana BOS dilaksanakan dengan membuat laporan
pertanggungjawaban dana BOS selama satu periode dana BOS.
Hasil penelitian ini sejalan dengan petunjuk teknis Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas tahun 2014 mengenai pengelolaan dana BOS
pada tingkat sekolah bahwa pengelolaan program BOS SMA tingkat sekolah adalah
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kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, guru/tenaga administrasi
yang ditunjuk dan komite sekolah. Dengan tugas sebagai berikut: menyebarluaskan
informasi penerimaan program BOS SMA kepada warga sekolah dengan
menempelkan informasi program dan keuangan dipapan pengumuman sekolah, atau
menyampaikan dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah atau orang tua
siswa. Mengisi dan mengirimkan data jumlah siswa ke dinas pendidikan provinsi dan
kabupaten/kota. Menyusun RKAS dan RAB BOS untuk pengalokasian dana BOS
SMA. Menyusun surat keputusan tentang siswa SMA miskin yang dibebaskan atau
dibantu biaya sekolahnya beserta lampiran. Mengelola dana BOS SMA berdasarkan
prinsip-prinsip MBS dan ketentuan pengelolaan keuangan negara termasuk pajak.
Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program BOS SMA dan RAB BOS
yang disetujui. Wajib menyetorkan ke kas umum negara atas kelebihan perhitungan
dana BOS yang telah diterima, dan wajib mengusulkan atas kekurangan perhitungan
dana BOS ke direktorat pembinaan SMA. Menyusun laporan pelaksanaan program
BOS dan disampaikan kepada direktorat pembinaan SMA, dinas pendidikan
kabupaten/kota dengan tembusan kepada dinas pendidikan provinsi.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi sistem manajemen
keuangan pendidikan dalam pengelolaan dana BOS di SMA Muhammadiyah 5
Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Sistem manajemen keuangan pendidikan pada SMA Muhammadiyah 5
Makassar berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan penerapan fungsi-
fungsi manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan di sekolah yang
dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban
keuangan sekolah yang berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip
manajemen keuangan pendidikan.
2. Pengelolaan dana BOS yang telah dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 5
Makassar adalah (1) perencanaan  yang meliputi: penyusunan RKAS dan
RAB BOS, (2) pelaksanaan yang meliputi: penyaluran dana BOS SMA,
pengambilan dana BOS SMA, penggunaan dana BOS SMA, pembelanjaan
dengan dana BOS SMA, pembukuan dana BOS SMA, dan perpajakan terkait
pengelolaan dana BOS SMA, (3) Pengawasan dan evaluasi yang meliputi:
pelaksanaan pengawasan oleh pihak internal dan eksternal dan evaluasi oleh
kepala sekolah dan komite sekolah serta yayasan, (4) Pelaporan yang
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meliputi: pelaporan penggunaan dana BOS dan publikasi penggunaan dana
BOS.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti mengemukakan
saran bahwa sebaiknya dalam pelaksanaan manajemen keuangan sekolah khususnya
dalam pengelolaan dana BOS, kepala sekolah beserta tenaga kependidikan yaitu
kepala tata usaha dan staf memperbaiki lagi sistem manajemen pada pengelolaan
administrasi khususnya pada pernginputan data ke dapodik guna kelengkapan syarat
penerimaan dana BOS bagi sekolah agar rencana yang telah disusun dapat
dilaksanakan dan keterampilan kepala sekolah mencari sumber dana lain untuk
mengatasi keterbatasan dana.
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LAMPIRAN-
LAMPIRAN
Pedoman Dokumentasi
Nama sekolah : SMA Muhammadiyah 5 Makassar
Alamat sekolah : Jl. Sabutung Baru no. 12
No. Dokumentasi Ketersediaan Ket.Ada Tidak Ada
1. Profil Sekolah √ -
2. Struktur Organisasi √ -
3. RAPBS/RKAS/RAB BOS √ -
4. Data Siswa Penerima BOS √ -
5. Laporan Keuangan dana BOS SMA √ -
6. Pembukuan
a. Buku Kas Harian
b. Buku Kas √
-
7. Bukti Pembelian/Pengeluaran Dana
BOS
√
8. Publikasi BOS SMA - √
Pedoman Observasi
Nama sekolah : SMA Muhammadiyah 5 Makassar
Alamat sekolah : Jl. Sabutung baru no. 12/14
Hal – Hal Yang Diamati
1. Pengelolaan dana BOS SMA
2. Keadaan Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan
3. Publikasi sekolah terkait penerimaaan dan pengelolaan dana BOS SMA
Pedoman Wawancara
Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 5 Makassar
Informan : Kamaruddin
Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas
Sistem Manajemen Keuangan Sekolah
Perencanaan
1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan sekolah ?
2. Kapan dilakukan perencanaan keuangan ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan keuangan tersebut ?
4. Apa bentuk dari hasil perencanaan ?
5. Bagaimana penyusunan keuangan dilakukan ?
6. Apa pertimbangan dalam proses penyusunan ?
7. Kendala apa yang dihadapi dalam proses penyusunan ?
8. Bagaimana mengatasi kendala tersebut ?
9. Berpedoman pada apakah penyusunan dilakukan ?
Pelaksanaan
1. Darimana  sumber keuangan di sekolah ?
2. Bagaiamana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan sekolah ?
3. Seperti apa bentuk pembukuan pada penerimaan keuangan sekolah ?
4. Apakah ada sumber penerimaan lain yang bersumber dari masyarakat ?
5. Siapa saja yang terlibat dalam penanganan pembukuan ?
6. Apakah pengeluaran sesuai dengan tujuan program sekolah ?
7. Apakah pihak sekolah membentuk penanggungjawab dalam setiap kegiatan
program sekolah ? Siapa ?
8. Siapa saja pihak yang diperbolehkan dalam penggunaan keuangan sekolah ?
9. Bagaiamana kepala sekolah melakukan pengendalian pengeluaran sekolah
sesuai dengan RAPBS yang sudah dibuat ?
Pengawasan dan Pertanggungjawaban
1. Bagaiamana bentuk evaluasi yang dilakukan ?
2. Siapa saja yang melakukan evaluasi ?
3. Kapan evaluasi dilakukan ?
4. Apakah setiap penyelenggaraan program sekolah selalu dilakukan evaluasi ?
5. Apa tindak lanjut dari evaluaasi yang dilakukan ?
6. Bagaimana peran kepala sekolah dalam hal mengevaluasi ?
7. Apakah ada evaluator yang berasal dari eksternal sekolah ?
8. Siapa saja pihak eksternal tersebut ?
9. Seperti apa pelaksanaan atau prosedur yang dilakukan yang dilakukan pihak
eksternal ?
10. Kapan pihak eksternal melakukan evaluasi ?
11. Kepada siapa pertanggungjawaban keuangan sekolah dilaporkan ?
12. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah ? Siapa saja yang
ikut bertanggungjawab  ?
13. Apa tindak lanjut dari pertanggungjawaban tersebut ?
14. Seperti apa bentuk transparansi laporan keuangan tersebut ?
Pengelolaan Dana BOS SMA
Perencanaan
1. Apakah ada dokumen tentang RKAS ?
2. Apakah dana BOS dimasukkan dalam RKAS ?
3. Apakah guru dilibatkan dalam penyusunan RKAS ?
4. Apakah komite sekolah juga dilibatkan dalam penyusunan RKAS ?
5. Bagaimana proses penyusunan RAB BOS ?
6. Apakah data siswa tersedia untuk mendapatkan dana BOS ?
7. Berapa data siswa miskin penerima dana BOS ?
8. Apakah dibentuk tim manajemen BOS SMA di sekolah ?
Pelaksanaan
1. Kapan waktu penyaluran dana BOS SMA dilakukan ?
2. Kapan pengambilan dana BOS dilakukan ?
3. Siapa saja pihak yang mengambil dana BOS ?
4. Dana BOS yang diterima digunakan untuk apa saja ?
5. Apakah dana BOS yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah ?
6. Dalam pembelanjaan dana BOS apakah dibentuk tim yang membeli barang ?
Siapa ?
7. Bagaimana mekanisme pembelian barang dengan menggunakan dana BOS ?
8. Bagaiamana dengan kualitas dan kewajaran harga barang yang dibeli ?
9. Bagaiamana proses pembukuan dana BOS ? Siapa yang membukukan ? dan
kapan ?
10. Apakah ada bukti fisik tentang pengeluaran dana BOS ?
11. Apakah setiap barang yang dibelanjakan menggunakan dana BOS sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku ?
Pengawasan dan Evaluasi
1. Apakah ada tim yang dibentuk untuk mengawasi pengelolaan dana BOS ? Siapa ?
2. Apakah dinas pendidikan ikut mengawasi penggunaan dana BOS ?
3. Aspek apa saja yang diawasi ?
4. Bagaimana dengan hasil pengawasan penggunaan dana BOS ?
5. Apakah terdapat pengaduan masyarakat ?
6. Bagaiamana dengan proses evaluasi dana BOS di sekolah ?
7. Apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam
RKAS ?
8. Kapan waktu pelaksanaan evaluasi dana BOS ?
9. Siapa saja yang mengevaluasi ?
10. Bagaiamana dengan hasil evaluasi ?
Pelaporan
1. Bagaiamana bentuk format laporan pertanggungjawaban dana BOS ?
2. Kapan LPJ dilaporkan ?
3. Siapa saja yang diberi LPJ ?
4. Siapa yang membuat LPJ ?
5. Apakah dana yang diterima dipublikasikan kepada masyarakat ? Dalam bentuk
apa ?
6. Bagaimana dengan publikasi rencana penggunaan dana BOS ? sudahkah
menerapkan prinsip transparansi ?
Profil Sekolah
Struktur Organisasi
RAB Dana BOS

Buku Agenda  Rapat
RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah)
Buku Kas
Data siswa penerima BOS
Kwitansi, Faktur dan Nota Pesanan

Barang kena pajak


Sampul, Format Laporan Dan Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS
Tenaga Pendidik SMA Muhammadiyah 5 Makassar
NO. Nama Guru Mata Pelajaran
1 Muhammad Rusdi, S,Pd Bahasa Inggris
2 Lukman Ismail, S.Pd., M.Pd Sosiologi
3 Dra. Habiba PPKn
4 Harsina, S.Pd Biologi
5 Ninik Anhar, S.T., S.Pd Fisika
6 Dra. Hj. Juhrah, M.M Kimia
7 Muhammad Arfah Pendidikan Agama Islam
8 Nur Asmawati, S.Pd Bahasa Indonesia
9 Ambo Asse, S.Pd. Geografi
10 Ruhaeda, SE Ekonomi / Akuntansi
11 M. Ardan Pratama, S.Pd Seni Budaya
12 Asriadi Ibrahim, S.Pd.I Baca Tulis Qur’an
13 Dra. St. Bungalia Bahasa Arab
14 Nurbaya, S.Pd Matematika
15 Kamaruddin Kemuhammadiyahan
16 Basri Yusuf, S.Pd., M.M Sejarah
17 S. Abdul Aziz, S.Pd T I K
18 Wahidah Bahasa Inggris
19 Nuraeni K, S.Pd.I Pendidikan Agama Islam
20 Andi Syahrul Alim, S.Pd Penjasorkes
Tenaga Kependidikan SMA Muhammadiyah 5 Makassar
NO. NAMA JABATAN
1 Muhammad Rusdi, S.Pd Kepala Sekolah
2 Ikhwan, S.Pd Wakasek Kurikulum
3 Kamaruddin Wakasek Humas
4 Marsali Abbas Wakasek Kesiswaan
5 Basri Yusuf, S.Pd., M.M Wakasek Sarana & Prasarana
6 Muhammad Arafah Muin Kepala Tata Usaha/ Operator
7 Muhammad Gashali B Staf Tata Usaha
8 Faisal Amir, SE Bendahara Sekolah
9 Dra. Hj. Juhrah, M.M Kepala Laboran
10 Kartini Kepala Perpustakaan
11 Muhammad Idrus Bujang
Jumlah Peserta didik SMA Muhammadiyah 5 Makassar
No Kelas Peserta didik Jumlah
Perempuan Laki-laki
1 X 22 25 47
2 XI IPS 4 11 15
3 XII IPS 13 8 21
4 XII IPA 2 13 15
Jumlah 41 57 98
Keadaaan Ruangan SMA Muhammadiyah 5 Makassar
No Jenis Ruangan Panjang(m)
Lebar
(m)
Keterangan
1 Kamar Mandi/WC Guru 3 3 Terpakai
2
Kamar Mandi/WC Siswa
Laki-laki 3 2
Terpakai
3
Kamar Mandi/WC Siswa
Perempuan 3 2
Terpakai
4 Kelas 10 7 6 Terpakai
5 Kelas 11 IPA 7 6 Terpakai
6 Kelas 11 IPS 7 6 Terpakai
7 Kelas 12 IPA 7 6 Terpakai
8 Kelas 12 IPS 7 6 Terpakai
9 Ruang Guru 4 2 Terpakai
10 Ruang Ibadah 8 5 Terpakai
11 Ruang Kepala Sekolah 4 2 Terpakai
12 Ruang Perpustakaan 7 6 Terpakai
13 Ruang TU 7 6 Terpakai
14 Ruang Laboratorium 3 2 Terpakai
15 Dapur 2 2 Terpakai
16 Ruang HW 2 1 Terpakai
Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Muhammadiyah 5 Makassar
No JenisSarana/Prasarana Jumlah Letak Keterangan
1 Lemari 2 Ruang Ibadah Baik
2 Tempat Sampah 1 Ruang Ibadah Baik
3 PerlengkapanIbadah 1 Ruang Ibadah
Kurang
Baik
4
Tempat cuci
tangan 2
Kamar Mandi/WC Siswa
Perempuan
Kurang
Baik
5 Kursi Guru 1 Kelas 11 IPA Baik
6 Meja Siswa 15 Kelas 11 IPA Baik
7 Tempat Sampah 1 Kelas 11 IPA Baik
8 Kursi Siswa 15 Kelas 11 IPA Baik
9 Papan Tulis 1 Kelas 11 IPA Baik
10 Jam Dinding 1 Kelas 11 IPA Baik
11 Meja Guru 1 Kelas 11 IPA Baik
12 Meja Guru 4 Ruang Guru Baik
13 Lemari 2 Ruang Guru Baik
14 Kursi Guru 4 Ruang Guru Baik
15
Tempat cuci
tangan 2
Kamar Mandi/WC Siswa
Laki-laki
Kurang
Baik
16
Kursi dan Meja
Tamu 3 Ruang Kepala Sekolah Baik
17 Lemari 2 Ruang Kepala Sekolah Baik
18 Meja Guru 2 Ruang Kepala Sekolah Baik
19 Kursi Guru 1 Kelas 12 IPA Baik
20 Meja Siswa 15 Kelas 12 IPA Baik
21 Kursi Siswa 15 Kelas 12 IPA Baik
22 Meja Guru 1 Kelas 12 IPA Baik
23 Papan Tulis 1 Kelas 12 IPA Baik
24 Tempat Sampah 1 Kelas 12 IPA Baik
25 Jam Dinding 1 Kelas 12 IPA Baik
26 Jam Dinding 1 Ruang Perpustakaan Baik
27 Lemari 2 Ruang Perpustakaan Baik
28 Rak Buku 1 Ruang Perpustakaan Baik
29 Tempat Sampah 8
Kamar Mandi/WC Guru
Laki-laki Baik
30 Meja Guru 1 Kelas 11 IPS Baik
31 Papan Tulis 1 Kelas 11 IPS Baik
32 Kursi Siswa 30 Kelas 11 IPS Baik
33 Jam Dinding 1 Kelas 11 IPS Baik
34 Tempat Sampah 1 Kelas 11 IPS Baik
35 Kursi Guru 1 Kelas 11 IPS Baik
36 Meja Siswa 30 Kelas 11 IPS Baik
37 Meja Guru 1 Kelas 12 IPS Baik
38 Jam Dinding 1 Kelas 12 IPS Baik
39 Kursi Guru 1 Kelas 12 IPS Baik
40 Tempat Sampah 1 Kelas 12 IPS Baik
41 Papan Tulis 1 Kelas 12 IPS Baik
42 Meja Siswa 35 Kelas 12 IPS Baik
43 Kursi Siswa 1 Kelas 12 IPS Baik
44 Jam Dinding 1 Kelas 12 IPS Baik
45 Tempat Sampah 1 Ruang TU Baik
46 Meja TU 1 Ruang TU Baik
47 Printer TU 2 Ruang TU
Kurang
Baik
48 Kursi TU 3 Ruang TU Baik
49 Kursi Guru 1 Kelas 10 Baik
50 Meja Guru 1 Kelas 10 Baik
51 Papan Tulis 1 Kelas 10
Kurang
Baik
52 Tempat Sampah 1 Kelas 10 Baik
53 Kursi Siswa 20 Kelas 10 Baik
54 Meja Siswa 20 Kelas 10 Baik
55 Jam Dinding 1 Kelas 10 Baik
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